PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 22/ 21 /PADG/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT
PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI,
DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN

Menimbang

BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan
Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio loan to value
untuk kredit properti, rasio financing to value untuk
pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau
pembiayaan kendaraan bermotor;

bahwa dalam perubahan Peraturan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur
mengenai penyesuaian penghitungan dan penetapan uang
muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
21/25/PADG/2019 Tentang Rasio Loan to Value untuk

Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk



Mengingat

Menetapkan

Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau

Pembiayaan Kendaraan Bermotor;

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8 /PBI/2018 tentang
Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing
to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka
untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6230) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang
Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing
to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka
untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6555);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
21/25/PADG/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang
Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing
to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka

untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO
LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO
FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN
UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan

Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tanggal 17 Desember

2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio

Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka

untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 30

Bank yang memberikan KKB atau PKB untuk

pembelian Kendaraan  Bermotor Berwawasan

Lingkungan wajib memenuhi ketentuan Uang Muka

sebagai berikut:

a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua,
paling sedikit 0% (nol persen);

b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga
atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi
kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol
persen); dan

c. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga
atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan
produktif, paling sedikit 0% (nol persen).

Ketentuan Uang Muka untuk KKB atau PKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi

Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Dalam hal Bank tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) maka

Bank wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagai

berikut:

a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua
paling sedikit 15% (lima belas persen);

b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga

atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi



kegiatan produktif paling sedikit 20% (dua puluh
persen); dan
c. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga
atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan
produktif paling sedikit 10% (sepuluh persen).
(4) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank
Indonesia terkait pemberian KKB atau PKB untuk
pembelian Kendaraan  Bermotor Berwawasan
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3).

2. Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan

Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada

tanggal 1 Oktober 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan

Peraturan  Anggota Dewan Gubernur  ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 21 /PADG/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK
KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN
PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR

UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti,
Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk
Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/13/PBI/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018
tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value
untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan
Kendaraan Bermotor perlu diikuti dengan penyesuaian penghitungan dan
penetapan Uang Muka untuk KKB atau PKB khusus untuk Kendaraan
Bermotor Berwawasan Lingkungan. Dengan demikian perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti,
Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk
Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang mengatur penyesuaian
penghitungan dan penetapan Uang Muka untuk KKB atau PKB khusus

untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.



